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BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 
TAHUN 2009 NOMOR 12  

PERATURAN BUPATI BANTAENG 
NOMOR 1 TAHUN 2009 

TENT ANG 

MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN 
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTAENG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIBANTAENG 

Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang 
cepat, mudah, transparan, pasti dan akuntabel serta 
meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik, 
maka perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan 
pelayanan pemberian izin melalui Kantor Pelayanan Terpadu 
Satu P intu ;  

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Mekanisme 
Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Bantaeng. 

Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah- daerah Tingkat I I  di Sulawesi 
(Lembaran Negara Repub lik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Repub l ik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambcihan Lembaran Negara Repub l ik 
Indonesia Nomor 3851 ); 

3. Undang-Undang Nomor 1 0  Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor !53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4380)· 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemer intahan 
Daerah (Lembaran Negara Repub l ik Indonesia :ahun 20�4 
Nomor 125 Tambahan Lemb11ran Negara Repubhk Indonesia 
Nomor 4437), sebaga imana telah d iubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 1 2  runun 2008 ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 4844 ) , 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentanq Pherimb
0

anga� 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemennta an aera 
(Lembaran Negara Republik lndones!� Tahun �004 Nomor 12� ,  
Tambahan Lembaran Negara RepubhK Indonesia Nomor 4438), 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
kabupaten I Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 7  Tahun 1999 
tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan , (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bantaeng Tahun 2000 Nomor 33) sebagaimana 
telah d iubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng 
Nomor 7 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng 
Tahun 2004 Nomor 7); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 8  Tahun 1999 
tentang Retribusi lzin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bantaeng Tahun 1999 Nomor 26); 

10 .  Peraturan Daerah Kabupaten �antaeng Nomor 1 9  Tahun 1999 
tentang Retribusi lzin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten 
8-:::intaeng Tahun 2000 Nomor IT) ;  

1 1 .  Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 14 Tahun 2001 
tentang Retribusi lz in Tempat Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bantaeng Tahun 2001 Nomor 33); 

12 .  Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 21  Tahun 2001 
tentang Retribusi lz in Usaha Pertambangan dan Energi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2001 Nomor 
40); 

13 .  Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 25 Tahun 2003 
tentang Retribusi lz in Usaha lndustri, lzin Usaha Perdagangan 
dan Tanda Daftar Gudang/Ruangan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bantaeng Tahun 2003 Nomor 25); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 28 Tahun 2003 
tentang Retribusi Pemberian lzin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK) 
Nas iona l  (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2003 
Nomor 28); 

15 .  Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 5  Tahun 2006 
tentang Retribus i Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bantaeng Tahun 2006 Nomor 15) ;  

16 .  Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 
tentang Urusan Pemer intahan Daerah Kabupaten Bantaeng 
(Lernbaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 
24); 

17 .  Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Pembentukan Organ isasi ,  Kedudukan ,  Tugas dan 
Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupatcn Bantaonq (I . omhnrnn [ ) ; u ! r ; 1 l 1  

Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 25); 
18.  Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 T ahun 2007 

tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok 
dan Fungsi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bantaeng 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 
26); 
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19 .  Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 
tentang Pembentukan Orqanisasl, Kedudukan, Tugas dan 
Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 
27); 

20. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 239 Tahun 2004 tentang 
Penetapan Kembali Petunjuk Teknis Penertiban lzin Usaha 
Bahan Bakar Minyak (SSM) Dalam Kabupaten Santaeng. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN SUPATI SANT/a.ENG TENTANG MEKANISME 
PELAYANAN PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN 
TERPADU SATU PINTU KABUP/ffEN BANTAENG 

BA.Bl 

KETENTUJ\AN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan : 

1 .  Kabupaten adalah Kabupaten Bantaeng 
2. Bupati adalah Bupati Santaeng 
3. Kepala Dinas PU dan Kimpraswil adalah Kepala Dinas PU dan 

Kimpraswil Kabupaten Bantaeng 
4. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan 

Energi adalah Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, 
Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng 

5. Kepala Dinas Perhubungan dan lnfokom adalah Kepala Dinas 
Perhubungan dan lnfokom Kabupaten Bantaeng 

6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Oaerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng 

7. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala 
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng 

8. Kepala Kantor Satuan Palisi Pamong Praja adalah Kepala 
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantaeng 

9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda adalah 
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten 
Bantaeng .· 

10 .  Kepala Bagian Perekonomian Setda adalah Kepala Bagian 
Perekonomian Setda Kabupaten Bantaeng 

1 1 .  lzin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMS adalah lzin 
Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2004 

12. /zin Gangguan atau Hinder Ordinante sefanjutnya disingkat HO 
adalah /zin Gangguan sebagaimana dimaksud da lam Peraturan 
Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 18  Tahun 1999 

13. /zin Tempat Usaha selanjutnya disingkat SITU adalah lzin 
Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 14 Tahun 2001 

14. lzin Usaha Jasa Konstruksi Nasional selanjutnya disingkat IUJK 
adalah /zin Usaha Jasa Konstruksi Nasional sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 
28 Tahun 2003 
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1 !>. Tanda Daftar Gudang/Ruangan (TDG/R) adalah suatu landa yang merupak.m 
kewajiban bagi pengusaha untuk dapat memanfaatkan Gudang/Ruangan 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 
25 Tahun 2003 

16 .  Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah suatu tanda yang merupakan 
kewajiban bagi pengusaha untuk mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar 
Perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang 
Wajib Daftar Perusahaan 

17 .  Tanda Daftar lndustri {TOI) adalah suatu Tanda Daftar lndustri yang 
digunakan untuk melakukan kegiatan lndustri selama perusahaan 
menjalankan kegiatan usaha 

1 8 .  lzin Usaha Perdagangan (IUP) adalah lzin untuk dapat melaksanakan 
kegiatan usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 25 Tahun 2003 

1 9 .  lzin Usaha lndustri (IU I) adalah lzin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha 
industri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
9antaeng Nomor 25 Tahun 2003 

20. lzin Usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah lzin Usaha Penjualan Bahan 
Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Bantaeng Nomor 21 Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Bantaeng 
Nomor 239 Tahun 2004 

21 .  lzin Tambang Gaiian Gol C adalah izin usaha pertambangan Bahan Galian 
golongan C yang meliputi Eksploitasi, Pengolahan, Pemurnian/Pengangkutan 
dan penjualan sebagaimana dimaksud da lam Peraturan Daerah Kabupaten 
Bantaeng Nomor 21 Tahun 2001 

22. lzin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang 
pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang 
umum pada satu trayek atau pada beberapa trayek tertentu yang seluruhnya 
berada dalam wilayah Daerah Kabupaten Bantaeng. 

BAB II 
TATA CARA PEMBERIAN IZIN 

Bagian Kesatu 
lZlN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) 

Pasa l2  

( 1 )  Untuk mendapatkan lzin Mendirikan Bangunan ,  pernohon mengajukan 
cermohonan kepada Bapak Bupat i Ba�taeng Cq. Kepala Dinas PU dan 
Kimpraswil Kabupaten Bantaeng melatui ��ntor.  Pelayan_an !erpadu Satu 
Pintu dengan me lamp irkan persyaratan administrast sebaqai benkut : . . 
a .  Surat Rekomendasi dari Kepala Desa I Kepala Kelurahan yang diketahui 

Kepala Kecamatan 
b. Foto Copy KTP yang masih berlaku 
c. Bukti Pelunasan PBB tahun berjalan 
d. Surat Pemyataan Tetangga I Pem i l ik Tanah yang berdamp ingan dengan 

Bangunan yan9 akan d ibangun .  '  
e. Foto copy tanda bukti kepemilikan tanah I Sert1fikat tanah atau surat kuasa 

untuk membangun dari pemilik tanah 
f. Pas Foto Warr.a U uran 3 x 4 Cm seban, ak 3 Lem bar k 

g.  Gambar Rencana Bangunan dengan skala 1 : 100 Cm, Ukuran ertas 
min imal A3 

h .  Map Sne lhecter Plastik 1 buah .  

(2) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penelitiaan berkas atau 
persyaratan pemohon sebaga imana dimaksud dal�m _Pasal 2 �yat ( 1 )  �an 
aoabila telah memenuhi persyaratan. pemohon diberi check /!st ke�udian 
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu pa l inrJ lambat 2 (dua) han melanjutkan 
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berkas permohonan tersebut kepada Kepala Dinas PU dan Ki�praswil untuk 
mendapatkan rekomendasi dengan menggunakan format tertentu. 

Pasal3 

( 1 )  Sebelum r:nengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2) 81dang Tata Ruang Dinas PU dan Kimpraswil melakukan peninjauan 
lapangan dengan memperhatikan syarat-syarat teknis antara lain : 
a. Persyaratan Arsitektur : . 

1 .  Situasi tata letak bangunan; 
2. Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB); 
3. Bentuk, ukuran dan perlengkapan ruang yang memenuhi syarat 

kesehatan dan keselamatan umurn: 
4. Tata rua�.9 luar, termasuk saluran' pembuangan , peresapan air hujan 

dan jalan.lernbatan: 

5. Prosentase luas lantai terhadap persil/pekarangan berdasarkan 
kepentingan kesehatan, l ingkungan dan pencegahan kebakaran; 

6. Mencegah gangguan pandangan lalu lintas, keamanan dan 
keselamatan umum dan pencemaran l ingkungan ; 

7. Petunjuk persyaratan khusus menu rut klasifikasi penggunaan 
bangunan - bangunan umum , perniagaan, pendidikan , industr i , 
kelembagaan, rumah tangga dan bangunan yang diklasifikasi khusus 
(TNI, Otorita, Pemerintahan Pusat). 

b. Persyaratan Struktur Bangunan: 
1 .  Sistem konstruksi untuk bangunan satu lanta i , bertingkat dan bangunan 

dengan konstruksi khusus; 
2. Bahan konstruksi dari kayu, baja, beton dan sejenisnya; 
3. Ketahanan konstruksi terhadap gempa, a ir , api dan cuaca. 

c. Per lengkapan Mekanikal dan Elektrikal : 
1 .  Jaringan air bers ih , air kotor (black wc1ter) dan jaringan pembuangan air 

hujan; 
2. lnstalasi listrik dan perlengkapannya ; 
3. lnstalasi telekomunikasi/telepon; 
4. lnstalasi penangkal petir untuk bangunan yang t inggi atau bertingkat . 

(2) Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan sebaga imana dimaksud pada ayat ( 1 )  
dituangkan dalam Serita Acara Pen injauan Lapangan (BAPL) yang merupakan 
salah satu lampiran rekomendasi; 

(3) Kepala Dinas PU dan Kimpraswil mengeluarkan rekomendasi yang dituangkan 
pada L.embar Rekornendasi maks ima l 3 (tiga) hari kerja d isampa ikan kepada 
Kantor Pelayanar. Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng yang berisi 
mengenai terpenuhi I tidak terpenuhinya syarat telmis (tu l iskan alasan-alasan 
jika tidak terpenuhi) untuk diproses pemberian izinnya dan penetapan 
besarnya pungutan dan dasar pengenaan reribusi daerah; 

(4) Rekomendasi sebaga imana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan 
penerbitan lzin Mendirikan Bangunan yang berisi mengenai diterima /tidaknya 
permohonan dan pengenaan retribusi daerah kepada yang bersangkutan 
(pemohon I pengguna jasa). 

Pasal4 

( 1 )  Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mener ima rekomendasi dari Dinas PU 
dan Kimpraswil sebagaimana d imaksud dalam Pasal 3 ayat (3) da lam rangkap 
3 (tiga) yang terdiri dari : 
a. Rekomendasi asli sebagai arsip Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Bantaeng : 
b. Masing-masing sa l inan rekomendasi, untuk : 

1 .  salinan pertama disampaikan kepada pemohon; 
2. sal inan kedua sebagai arsip pada unit teknis bersangkuta .n 
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(2) Berdasarkan check list sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada 
P��ohon yang berkas permohonannya telah memem.:hi seluruh persyaratan 
dirninta untuk memenuhi kewajibannya denqan membayar biaya izin dengan 
menyetorkannya ke dalam rekening Pemegang Kas Daerah pada Bank Sul - 
Sel Cab�ng Ba�taeng sedangkan berkas permohonan yang tidak memenuhi 
syarat dlkernbaukan kepada pemohon untuk dilengkapi kemudian diajukan 
untuk diproses kembali. 

Pasal5 

( 1 )  Setelah pemohon menyelesaikan kewaiibannya dengan membayar biaya iz in, 
rnaka izin asli setelah ditandatangani cleh Bupati atau Pejabat yang 
Berwenanq disampaikan kepada pemohon dalam tempo 1 x 24 jam (satu hari) 
dari tanggal penerimaan pelunasan pembayaran kewajiban pemohon ; 

(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) 
untuk kepentingan : 
a. Asli untuk pemohon yang bersangkutan; 
b. Sa l inan satu untuk instansi teknis yang bersanqkutan; 
c. Salinan tiga untuk arsip. 

Pasaf 6 

Proses penyelesaian lzin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud da lam 
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 adalah 5 (lima) hari kerja. 

Bagian Kedua 
IZIN GANGGUAN ( HINDER ORDINANTIE ) 

Pasal7 

( 1 )  Untuk mendapatkan lzin Gangguan (HO), pemohon mengajukan permohonan 
kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 
melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan terlebih dahulu meng isi 
formulir yang telah disediakan l<antor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan 
melampirkan persyaratan sebaga i berikut : 
a. Pendirian Usaha Baru : 

1 .  Foto copy KTP yang berlaku 
2. Foto copy bukti bayar SPPT 
3. Kwitansi Pemadam Kebakaran ( Asli ) 
4. Pas Fhoto Warna 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar 
5. Map Snelhecter Plastik 1 buah 

b. Perpanjangan l z i n :  
1 .  Foto copy KTP yang berlaku 
2. Surat lzin Gangguan Asli ( lama ) 
3. Foto copy bukti bayar SPPT 
4. Pas Fhoto Warna 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar 
5. Map Snelhecter Plastik 1 buah 

(2) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penelitiaan berkas atau 
persyaratan pemohon sebagaimana dimaksud dal�m _Pasa l 7 �yat ( 1 )  �an 
apabila telah memenuhi persyaratan, pemohon diberi check /�st ke�ud1an 
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 2 (dua) hari rnelanjutkan 
berkas permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong 
Praja untuk mendapatkan rekomendasi denqan menggunakan format tertentu. 
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Pasal8 

( 1 )  Sebelum mengeluarkan rekomendasi sebag,aimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (2) Kepala Kantor Satuan Palisi Pamong Praja menunjuk tim teknis untuk 
melakukan peninjauan lapangan berdasarkan : 
a. Mencocokan data permohonan dengan phisik di lapangan; 
b. Mel�ksanakan pengecekan I pengetesan sarana fisik yang dapat 

memmb�lkan pencemaran (air, udara, kebisingan); 
c. Membenkan saran atas kekurangan-kekurangan yang ada di lapangan; 

(2) Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
dituangkan dala!11 Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan 
salah satu larnplran rekomendasi; 

(3) Kepala Kantor Satuan Palisi Pamong Praja mengeluarkan rekomendasi yang 
dituangkan pada Lembar Rekomendasi maksimal 3 (tiga) hari kerja 
disarnpaikan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Bantaeng yang berisi mengenai terpenuhi I tidak terpenuhinya syarat teknis 
(tuliskan alasan-alasan jika tidak terpenuhi) untuk diproses pemberian izinnya 
dan penetapan besarnya pungutan dan dasar pengenaan retribusi daerah; 

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan 
penerbitan lzin Gangguan (HO) yang berisi mengenai diterima I tidaknya 
permohonan dan pengenaan retribusi daerah kepada yang bersangkutan 
(pemohon I pengguna jasa). 

Pasal9 

( 1 :  Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerima rekomendasi dari Kepala 
Kantor Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Bantaeng sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 
a. Rekomendasi asll sebagai arsip Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Bantaeng: 
b. Masing-masing sa l inan rekomendasi, untuk : 

1 .  Salinan pertama disampaikan kepada pemohon; 
2. Salinan kedua sebagai arsip pada unit teknis bersangkuta.n 

(2) Berdasarkan check list sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada 
pemohon yang berkas permohonannya telah memenuhi sel�ruh ��rsyaratan 
dlminta untuk memenuh i kewajibannya dengan membayar biaya izm dengan 
menyetorkannya ke dalam rekening Pemegang Kas Daerah pada Bank Sul - 
Sel Cabang Bantaeng sedangkan berkas perrno�onan_ �ang tida� mer_n�nuhi 
syarat dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaikl kemudian diajukan 
untuk diproses kembal i . 

Pasal 10 

( 1 )  Setelah pemohon menyelesaikan kewajibannya denga� membaya� biaya izin ,  
maka izin asli setelah ditandatangani oleh Bupati atau :eJabat yan� 
Berwenang d isampa ikan kepada pemohon da lam tem�o 1 x 24 Jam (satu han) 
dari tanggal penerimaan pelunasan pembaya�an �ewa11ban pemohon; .  

(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  diterbitkan dalam rangkap 3 (tiqa) 
untuk kepentingan : 
a .  Asli untuk pemohon yang bersangkutan ;  
b.  Salinan satu untuk instansi teknis yang bersangkutan; 
c. Salinan tiga untuk arsip. 

Pasal 11  

Proses penyelesaian lzin Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ,  
Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10  adalah 5 (lima) har kerja. 
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Bagian Ketiga 
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI ( IUJK ) NASIONAL 

Pasal12 

( 1 )  Untuk mendapatkan lzin Usaha Jasa Konstrul<si (IUJK) Nasional, pemohon 
mengajukan permohonan kepada Bupati Bantaeng Cq. Kabag Administrasi 
Pembangunan Setda melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan 
terlebih dahulu mengisi formulir yang telah disediakan Kantor Pelayanan 
T erpadu Satu Pintu dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : 
a. Pendirian Usaha Baru : 

1 .  Sertifikat Badan Usaha 
2. Bukti Penyetoran IUJK 
3. Foto Kantor Perusahaan Ukuran 3R sebanyak 1 (satu) lembar 
4. Foto Copy Surat lzin Tempat Usaha 
5. Daftar Peralatan Perusahaan 
6. Pas Foto Warna 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar 
7. Map Snelhecter Plastik 1 buah 

b. Perpanjangan lzin : 
1 .  Fote Copy Surat lzin Tempat Usaha 
2. Bukti Penyetoran IUJK 
3. Surat lzin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) lama 
4. Sertifikat Badan Usaha 
5. Pas Foto Warna 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar 
6. Map Snelhecter Plastik 1 buah 

(2) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penelitiaan berkas atau 
persyaratan pemohon sebagaimana dimaksud da lam Pasal 12  ayat ( 1 )  dan 
apabila telah memenuhi persyaratan, pemohon diberi check list kemudian 
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 2 (dua) hari melanjutkan 
berkas pennohonan kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda 
untuk mendapatkan rekomendasi dengan menggunakan format tertentu. 

Pasal 13 

( 1 )  Sebelum mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2) Kepala Bagian Administrasi Pernbangunan Setda menunjuk tim teknis 
untuk melakukan pen injauan lapangan denqan memperhatikan syarat-syarat 
teknis antara la in : 
a. Kecocokan data lokasi kantor 
b .  Terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat sebuah kantor 
c. Data tentang peralatan teknis yang dirniliki 
d .  Keseuaian berkas dengan data yang ada d :  lapangan 

(2) Hasi l  pe laksanaan peninjauan lapangan sebagaimana d imaksud pad a ayat ( 1 )  
dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan 
saiah satu lampiran rekomendas i ; 

(3) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda mengeluarkan rekomendasi 
I disposisi yang d ituangkan pada Lembar Rekomendasi maksimal 2 (dua) hari 
kerja disampa ikan kepada Kantor Pe layanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Bantaeng yang berisi mengenai terpenuhi i tidak terpenuhinya syarat teknis 
(tuliskan alasan-alasan jika tidak terpenuhi) untuk diproses pemberian izinnya 
dan penetapan besarnya pungutan dan dasar pengenaan retribusi daerah; 

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan 
penerbitan lzin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJI() Nasional yang berisi mengena i  
diterima I tidaknya permohonan dan pengenaan retribusi daerah kepada yang 
bersangkutan (pemohon I pengguna jasa) .  
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Pasal14 

( 1 )  Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerima rekomendasi dari Kepala 
Bagian Administrasi Pembangunan Setda sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (3) dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari : 
a. Rekomendasi asli sebagai arsip Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Bantaeng : 
b. Masing-masing salinan rekomendasi, untuk : 

1 .  Salinan pertama disampaikan kepada pemohon; 
2. Salinan kedua sebagai arsip pada unit teknis bersangkuta.n 

(3) Berdasarkan check list sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) 
kepada pemohon yang berkas perrnohonannya telah memenuhi seluruh 
persyaratan diminta untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar biaya 
izin dengan menyetorkannya ke dalam rekening Pemegang Kas Daerah pada 
Bank Sul - Sel Cabang Bantaeng sedangkan berkas permohonan yang tidak 
memenuhi syarat d ikembalikan kepada pemohon untuk d i lengkapi kemud ian 
diajukan untuk diproses kembal i . 

Pasal 15  

( 1 )  Setelah pemohon menyelesaikan kewajibannya dengan membayar biaya izin, 
maka izin asli setelah ditandatangani c leh Bupati atau Pejabat yang 
Berwenang disampaikan kepada pemohon dalam tempo 1 x 24 jam (satu hari) 
dari tanggal penerimaan pelunasan pembayaran kewajiban pemohon; 

(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  diterbitkan da lam rangkap 3 (tiga) 
untuk kepentingan : 
a. Asli untuk pemohon yang bersangkutan ; 
b. Sal inan satu untuk instansi teknis yang bersangkutan ; 
c. Sa linan tiga untuk arsip. 

Pasal 16 

Proses penyelesaian lzin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasiona l sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ,  Pasal 13 ,  Pasal 14 dan Pasa l 1 5  adalah 4 (empat) hari 
kerja. 

Bagian Keempat 
IZIN TEMPAT USAHA (SITU) 

Pasa l 17  

( 1 )  Untuk mendapatkan lzin Tempat Usaha (S ITU}, pemohon mengajukan 
permohonan kepada Bupati Bantaeng Cq. Kabag Administrasi Pembangunan 
Setda Kabupaten Bantaeng rnelalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
denaan terlebih dahulu mengisi formulir yang telah d ised iakan Kantor 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan rnelarnpirkan persyaratan sebaga i  
ber ikut: 
a. Pend irian Usaha Baru : 

1 .  Foto copy KTP yang berlaku 
2. lzin Mendirikan Bangunan ( IMB ) untuk setiap pengurusan baru 
3 .  Bukti Pe lunasan PBB tahun berjalan 
4. Surat lzin Reklame (bagi jenis usaha yang memi l iki papan rek lame) 
5. Pas foto warna 3 x 4 Sebanyak 3 (tiga) lembar 
6. Sket Lokasi Tempat Usaha 
7. Akte Pendirian bagi Perusahaan (bagi perusahaan resmi yang memiliki 

Akte Notaris 
8. Foto Copy Surat lzin Gangguan ( HO ) bagi jenis usaha yang memi l iki 

gangguan bau atau suara yang keras 
9. Bukti Pembelian Alat Pemadam ( Usaha yang rawan pada kebakaran) 
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10. Surat Kuasa Pemilik ke Pemohon untuk PBB (Pengusha yang bukan 
atas nama pada blanko PBB) · 

· 1 1 .  Map Snelhecter Plastlk 1 buah 
b. Perpanjangan lzin : 

1 .  Foto copy KTP yang berlaku 
2. Foto copy PBB tahun berjalan 
3. Surat lzin Reklame ( untuk usaha yang memiliki papan reklame usaha ) 
4. Pas foto warna 3 x 4 Sebanyak 3 (tiga) lembar 
5. SITU yang lama 
6. Persyaratan-persyaratan lain yang dianggap perlu ( tergantung jenis 

usaha ) 
7. Map Snelhecter Plastik 1 buah 

(2) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penel:tiaan berkas atau 
persyaratan pemohon sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 17 ayat ( 1 )  dan 
apabila telah memenuhi persyaratan, pemohon diberi check list kemudian 
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 2 (dua) hari melanjutkan 
berkas pennohonan kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda 
untuk mendapatkan rekomendasi dengan menggunakan format tertentu. 

Pasa l 18 

( 1 )  Sebelum mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7  
ayat (2) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda menunjuk tim teknis 
untuk melakukan peninjauan lapangan dengan memperhatikan syarat-syarat 
teknis antara lain : 
a. Kecocokan data lokasi dengan lokasi tempat usaha 
b . Jenis usaha yang dijalankan 
c. Volume usaha ( luas tempat usaha dan besaran omzet usaha ) 
d. Kesesuaian berkas administrasi dengan usaha yang dijalankan 

(2) Has i l pelaksanaan peninjauan lapangan sebaga imana dimaksud pada ayat ( 1 )  
dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan 
salah satu lampiran rekomendasi; 

(3j Kepala Bagian Administrasi Pernbangunan Setda menge luarkan rekomendas i 
I disposisi yang dituangkan pada Lembar Rekomendasi maksimal 4 (empat) 
hari kerja disampaikan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
l<abupaten Bantaeng yang berisi mengenai terpenuhi I tidak terpenuhinya 
syarat teknis (tuliskan alasan-alasan jika tidak terpenuhi) untuk diproses 
pemberian izinnya dan penetapan besarnya pungutan dan dasar pengenaan 
retribusi daerah; 

(4'.' Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan 
penerbitan lzin Tempat Usaha (S ITU) yang berisi mengenai diterima I t idaknya 
permohonan, data dasar dan pengenaan retribusi daerah kepada yang 
bersangkutan (pemohon I pengguna jasa) . 

Pasal 19 

( 1 )  Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerima rekomendasi dari Kepa la 
Bagian Pembangunan Umum Setda sebaga imana d imaksud da lam Pasa l 1 8  
ayat (3) da lam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari · 
a .  Rekomendasi asli sebagai arsip Kantor Pe layanan Terpadu Satu P intu 

Kabupaten Bantaeng : 
b. Masing-masing salinan rekomendasi, untuk : 

1 .  Salinan pertama disampaikan kepada pemohon ; 
2. Salinan kedua sebagai arsip pada unit teknis bersangkuta .n 

(2) Berdasarkan check list sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17  ayat (2) 
kepada pemohon yang berkas permohonannya telah memenuhi seluruh 
persyaratan diminta untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar biaya 
izin dengan menyetorkannya ke dalam rekening Pemegang Kas Daerah pada 
Bank Sul - Sel Cabang Bantaeng sedanqkan berkas permohonan yang tidak 
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memenuhi syarat dlkemballkan kepada pemohon untuk diperbaiki kemudian diajukan untuk diproses kembali. · 

Pasal20 

( 1 )  Setelah. �emoh?n menyeles�ikan kewajibannya dengan membayar biaya izin, 
rnaka 1zm �sh set.elah d1tandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang 
Be�enang d1sampa1kan kepada pemohon dalam tempo 1 x 24 jam (satu hari) 
d�n tanggal.penemr�aan pelunasan pembayaran kewajiban pemohon. 

(2) lzln sebagan'!lana dimaksun pada ayat ( 1 )  diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) untuk kepentmgan : 
a. Asli untuk pemohon yang bersangkutan; 
b. Salinan satu untuk dinas teknis yang bersangkutan· 
c. Salinan tiga untuk arsip, ' 

Pasal21 

Proses penyelesaian lzin Tempat Usaha (SITU) sebagaimana dimaksud da lam 
Pasal 17, Pasal 18 ,  Pasal 19  dan Pasal 20 adalah 6 (enam) hari kerja . 

Bagian Kelima 
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TqP) 

Pasal22 

(  1 )  Untuk mendapolkan Tanda Daftar Porusnhnan. pomohon mon11aj1 1k ; 1 1 1  

permohonan kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Dinas Perdagangan. 
Porindustrian, Pertambangan dan Enerqi rnolatui Kantor Polavnnnn T orparh:  
Satu Pintu dengan mengisi formulir yang telah disiapkan Kantor Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan persyaratan sebagai ber ikut :  
a. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum;  
b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/Direktur 

Utama/Penanggung Jawab ; 
c. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; 
d .  Foto copy Surat lzin Tempat Usaha {SITU);  
e. Neraca Perusahaan ; 
f. Materai Rp. 6.000,- sebanyak 4 lembar ; 

g. Pas Foto Warna 3 x 4 sebanyak 3 lembar ; 
h .  Map Snalhecter plastik sebanyak 1 buah. 

(2) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu me lakukan penelitiaan berkas atau 
persyaratan pemohon sebaqaimana d imaksud  da lam Pasal  22 ayat ( 1 )  dan  
a p a b i l a  telah memenuh i persyaratan, pemohon diberi check list kem udian 
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu pal ing  lambat 2 (dua) hari melanjutkan 
berkas permohonan kepada Kepala D i n a s  Perdagangan ,  Per indu s t r ian ,  
Pertambangan dan Energi untuk mendapatkan rekomendasi dengan  
m enggunakan format tertentu. 

Pasal 23 

( 1 )  Sebe lum menge luarkan rekomendasi sebaga imana d imaksud da lam Pasa l  � 
ayat (2) Kepala D inas Perdagangan , Perindustrian_,  '. e rt a m b a n g a n  dan Enerqi 
menunjuk Tim Teknis untuk melakukan p e ru ru a u a n  lapangan dengan 
memperhatikan syarat-syarat teknis antara lain : 
a .  Harus ada Surat lz in Tempat Usaha (S ITU)  As li 
b. H a rus  ada Akte Pendirian dari Notaris atau Menteri Kehakiman untuk 

Perusahaan T erbatas (PT) dan CV 
c. Harus  ada Nomor Pokok Wajib Pajak ( N F 'WP)  

- 1 1 -  

Dipindai dengan .... : 

··---�mScann�< 

https://v3.camscanner.com/user/download


(2) Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
dituangkan dalam Berlta Acara Penlnjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan 
salah satu lampiran rekomendaet; 

(3) Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi 
mengeluarkan rekomendasi yang dituangkan pada Lembar Rekomendasi 
maksimal 4 (empat) harl kerja disampalkan kepada Kantor Pelayanan Terpadu 
Satu Plntu Kabupaten Bantaeng yang berlsl mengenal terpenuhl I tidak 
terpenuhinya syarat teknis (tuliskan alasan-alasan jlka tidak terpenuhi) untuk 
diproses pemberian izinnya dan penetapan besarnya pungutan dan dasar 
pengenaan retribusi daerah; 

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan 
penerbltan Tanda Daftar Perusahaan (TOP) yang berisi mengenai diterima I 

tidaknya permohonan, data dasar dan pengenaan retribusi daerah kepada 
yang bersangkutan (pemohon I pengguna [asa). 

Pasa l24 

( 1 )  Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerima rekomendasi dari Kepala 
Dinas Perdagangan , Perindustrian, Pertambangan dan Energi sebaga imana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari : 
a. Rekomendasi asli sebagai arsip Kantor Pelayanan T erpadu Satu Pintu 

Kabupaten Bantaeng : 
b. Masing-masing salinan rekomendasi, untuk : 

1 .  Salinan pertama disampaikan kepada pemohon; 
2. Salinan kedua sebagai arslp pada unit teknis bersangkuta.n 

(2) Berdasarkan check list sebagaimana dimaksud da lam Pasal 22 ayat (2) 
kepada pemohon yang berkas permohonannya telah memenuhi seluruh 
persyaratan diberi diminta untuk rnemenuhi kewajibannya dengan membayar 
biaya izin dengan menyetorkannya ke da lam rekening Pemegang Kas Daerah 
pada Bank Su l - Sel Cabang Bantaeng sed.angkan berkas permohonan yang 
tidak memenuhi syarat dikembai ikan kepada pemohon untuk d iperbaik i  
kemud ian diajukan untuk diproses kemba l i . 

Pasal25 

( 1 )  Setelah pemohon menyelesaikan kewajibannya dengan membayar biaya izin, 
maka izin as li setelah ditandatangani oleh Bupat i atau Pejabat yang 
Berwenang disampaikan kepada pemohon daiam tempo 1 x 24 jam (satu har i) 
dari tanggal penerimaan pelunasan pembayaran kewajiban pemohon .  

(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  diterbitkan da lam rangkap 3 (t iga) 
untuk kepentingan : 
a .  Asli untuk pemohon yang bersangkutan ;  
b. Sa l inan satu untuk dinas teknis yang bersangkutan;  
c. Saiinan tiga untuk arsip. 

Pasaf 26 

Proses penyelesaian Tanda Daftar Perusahaan (TOP) sebaga imana dimaksud 
d a lam Pasal 22,  Pasal 23 ,  Pasal 24 dan Pasal 25 adalah 6  (enam) hari kerja .  

Bagian Keenam 
TANDA DAFTAR GUDANG/RUANG (TDG/R) 

Pasal2 7  

( 1 )  Untuk mendapatkan Tanda Daftar Gudang/Ruang , pemohon mengajukan 
permohonan kepada Bupati Bantaeng C q .  Kepala D inas Perdagangan ,  
Perinctustrian, �ertambangan dan Energi me lalu i  Kantor Pelayanan T erpadu 
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Satu Pintu dengan mengisi formulir yang telah disiapkan Kantor Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: 
a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/Direktur 

Utama/Penanggung Jawab; 
b. Feta copy Akte Pendirian Perusahaan barJi yang berbadan hukum ; 
c. Foto copy Surat lzin Tempat Usaha (SITU) ·, 
d. Neraca Perusahaan ; 
e. Pas Foto Warna 3 x 4 sebanyak 3 lembar ;  
f. HO bila dipersyaratkan ; 

g .  Map Snalhecter plastik sebanyak 1 buah. 
(2) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penelitiaan berkas atau 

persyaratan pemohon sebaga imana dirnaksud dalam Pasal 27 ayat {1)  dan 
apabila 

(3) telah memenuh i persyaratan, pernohon diaeri check list kemudian Kantor 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling larnbat 2 (dua) hari melanjutkan berkas 
permohonan kepada Kepala Dinas Perdagangan , Perindustrian , 
Pertambangan dan Energ i untuk mendapatkan rekomendas i dengan 
menggunakan format tertentu. 

Pasal28 

( 1 )  Sebelum mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (2) Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi 
menunjuk Tim Teknis untuk melakukan pen injauan lapangan berdasarkan 
permohonan dari Pengguna jasa I pemohon ; 

(2) Has ii pelaksanaan peninjauan lapangan sebagaimana d imaksud pad a ayat ( 1 )  
dituangkan dalam Serita Acara Peninjauan l .apangan (BAPL) yang merupakan 
salah satu lampiran rekomendasi; 

(3) Kepala Dinas Perdagangan , Perindustrian, Pertambangan dan Energi 
mengeluarkan rekomendasi yang d ituangkan pada Lembar Rekomendas i 
maksimal 4 (ernpat) hari kerja d isampaikan kepada Kantor Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Bantaeng yang berisi mengenai terpenuh i I tidak 
terpenuhinya syarat teknis (tuliskan a lasan-alasan jika tidak terpenuhi) untuk 
diproses pernberian izinnya dan penetapan besarnya pungutan dan dasar 
pengenaan retribusi daeran; 

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan 
penerbitan Tanda Daftar Gudang/Ruang (TDG/R) yang berisi mengenai 
diterima I tidaknya permohonan dan pengenaan retribusi daerah kepada yang 
bersangkutan (pemohon I pengguna jasa). 

Pasaf 29 

( 1 .  Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mener ima rekomendasi dari Kepa la 
Dinas Perdagangan , Perindustrian , Pertambangan dan Energi sebaga i rnana 
d imaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dar i : 
a. Rekomendasi asli sebagai arsip Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Bantaeng : 
b. Masing-masing sal inan rekomendasi, untuk : 

1 .  Salinan pertama disampaikan kepada pemohon ;  
2. Sal inan kedua sebagai arsip pada unit teknis bersangkuta .n 

(2) Berdasarkan check list sebaga imana dirnaksud dalam Pasal 27 ayat (2) 
kepada pemohon yang berkas permohonannya telah memenuhi seluruh 
persyaratan diminta untukmernenuhi kewajibannya dengan membayar biaya 
izin dengan menyetorkannya ke da lam rekening Pemegang Kas Daerah pada 
Bank Sul - Sel Cabang Bantaeng sedangkan berkas permohonan yang tidak 
memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki kemud ian 
diajukan untuk diproses kemba l i . 
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Pasal30 

( 1 )  Setelah pemohon menyelesaikan kewajibannya dengan membayar biaya izin, 
maka izin asli setelah ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang 
Berwenang disampaikan kepada pemohon dalam tempo 1 x 24 jam (satu hari) 
dari tanggal penerimaan pelunasan pembayaran kewajiban pernohon. 

(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) 
untuk kepentingan : 
a. Asli untuk pemohon yang bersangkutan; 
b. Salinan satu untuk dinas teknis yang bersangkutan; 
c. salinan tiga untuk arsip. 

Pasal31 

Proses penyelesaian Tanda Daftar Gudang/Ruang (TDG/R) sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 adalah 6 (enam) hari 
ker]a. 

Bagian Ketujuh 
IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) 

Pasal32 

(1)  Untuk mendapatkan lzin Usaha Perdagangan, pemohon mengajukan 
permohonan kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Dinas Perdagangan , 
Perindustrian, Pertambangan dan Energi mela lui Kantor Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu dengan mengisi formulir yang telah disiapkan Kantor Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai 
ber ikut : 
a. Pendaftaran S IUP Baru : 

1 ) .  Fote copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemi lik/Direktur Utama 
Penanggung Jawab ; 

2). Fote copy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum ; 
3). Fote co�y Nomor Wajib Pajak (NPWP) ; 
4). Fote copy Surat lzin Gangguan ; 
5). Foto copy Neraca Perusahaan ; 
6). Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) lemba r ;  
7). Pas Foto warna 3 x 4 sebanyak 3 l emba r ;  
3). Map Snalhecter Plastik sebanyak 1 buah.  

b. Pendaftaran U lang (S IUP) :  
1 ). Surat lzin UsahaPerdaqanqan (SIUP) asl i  ;  
2). Foto copy Akte Pendirian Perusahaan atau Koperasi yang telah 

mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang ; 
3). Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Direktur Utama/ 

Penanggung Jawab ; 
4). Foto copy Surat lzin Gangguan ;  
5). Foto copy Neraca Perusahaan ; 
6). Materai Rp .  6 .000 ,- sebanyak 2 lembar ;  
7). Pas Foto Warna 3 x 4 sebanyak 3 lernbar ;  
8). Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TOP) ; 
9). Map Snalhecter Plastik 1 buah 

c. Pendaftaran S IUP Cabang I Perwakilan : 
1 ). Fote copy Akte Notaris atau bukti l,1 innya tentang pembukaan Kantor 

Cabang/Perwakilan/Kuasa Cabang ; 
2). Fote copy S IUP Kantor Pusat ; 
3). Fote copy Tanda Daftar Perusahaan (TOP) Kantor Pusa t ;  
4). Fote copy Surat lzin Gangguan ( H O ) ;  
5). Foto copy Kartu Tanda F'enduduk (KTP) Pimpinan 

Cabang/Perwakilan; 
- 14-  
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6). Pas Fote Warna 3 x 4 sebanyak 3 lembar ; 
7). Matera! Rp. 6.000,- sebanyak 2 lembar ; 
8). Map Snalhecter Plastik 1 buah 

2) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penelitiaan berkas atau 
pers�aratan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1 )  dan 
apabila telah memenuhi persyaratan, pemohon diberi check list kemudian 
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 2 (dua) hari melanjutkan 
berkas permohonan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, 
Pertambangan dan Energi untuk mendapatkan rekomendasi dengan 
menggunakan format tertentu. 

Pasa l33 

( 1 )  Sebelum mengeluarkan rekomendasi sebagaimana d imaksud dalam Pasal 32 
ayat (2) Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi 
menunjuk Tim Teknis untuk melakukan peninjauan lapangan sesuai dengan 
permohonan pemohon ; 

(2) Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
dituangkan dalam Serita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan 
salah satu lampiran rekomendasi; 

(3) Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi 
mengeluarkan rekomendasi yang dituangkan pada Lembar Rekomendasi 
maksimal 4 (empat) hari kerja dlsarnpaikan kepada Kantor Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Bantaeng yang berisi mengenai terpenuhi I tidak 
terpenuhinya syarat teknis (tu liskan alasan-alasan jika tidak terpenuhi) untuk 
diproses pemberian izinnya dan penetapan besarnya pungutan dan dasar 
pengenaan retribusi daerah; 

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan 
penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TOP) yang berisi mengenai diterima I 

tidaknya permohonan dan pengenaan retribusi daerah kepada yang 
bersangkutan (pemohon I pengguna jasa). 

Pasal34 

( 1 )  Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu rnenerirna rekomendasi dari Kepala 
D inas Perdagangan , Perindustrian, Pertambangan dan Energi Kabupaten 
Bantaeng sebagaimana dimaksud da lam Pasa l 33 ayat (3) da lam rangkap 3 
(tiga) yang terdiri dari : 
a. Rekomendasi asli sebagai arsip Kantor Pelayanan Terpadu Satu P intu 

Kabupaten Bantaeng : 
b. Masing-mas ing sal inan rekomendas i , untuk : 

1 .  Sal inan pertarna disampaikan kepada pemohon ; 
2. Salinan kedua sebagai arsip pada unit teknis bersangkuta .n 

(2) Berdasarkan check list sebaga imana dimaksud da lam Pasal 32 ayat (2) 
kepada pemohon yang berkas permohonannya te lah memenuhi se luruh 
persyaratan diberi diminta untuk memenuh i kewaji?annya dengan membayar 
biaya izin dengan menyetorkannya ke dalarn rekernng Pemegang Kas Daerah 
pad a Bank Su l  - Sel Cabang Bantaeng sec angkan berkas permohon_an ya�� 
tidak memenuh i syarat dikemba l ikan kepada pemohon untuk diperbaiki 
kemudian diajukan untuk diproses kembal i .  

Pasal 35 

( 1 )  Setelah pemohon menyelesaikan kewajibannya dengan membayar biaya iz in ,  
maka izin asli setelah ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang 
Berwenang disampaikan kepada pemohon da lam tempo 1 x 24 jam (satu hari) 
dari tanggal penerimaan pelunasan pembayaran kewajiban pemohon. 

-15- 
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(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) 
untuk kepentingan : 
a. Asli untuk pemohon yang bersangkutan; 
b. Salinan satu untuk dinas teknis yang bers.angkutan; 
c. Salinan tiga untuk arsip. 

Pasal36 

Proses penyelesaian :zin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 clan Pasal 35 adalah 6 (enam) hari kerja. 

Bagian Kedelapan 
TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN IZIN US,AHA INDUSTRI (TDI/SIUI) 

Pasal37 

( 1 )  Untuk mendapatkan Tanda Daftar lndustri (TDI) dan lzin Usaha lndustri ( IU I ) ,  
pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala 
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi melalui Kantor 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengisi formulir yang telah disiapkan 
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan persyaratan 
administrasi sebagai berikut : 
a .  Pendaftaran TDI/IUI Baru : 

1 ). Mengisi Formulir PM-I l l atau Pdf 1-IK (data perusahaan yang 
bersangkutan) 

2) . Foto copy Kartu Tanda Penduduk ( KrP ) Pemilik I Penanggung Jawab; 
3). Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum ; 
4). Foto copy Nomor Wajib Pajak ( NPWP ), jika sudah ada ; 
5). Foto copy Surat lzin Tempat Usaha ( S I T U ) ;  
6) . Dokumen Lingkungan Hidup ( AMDAL., UKL/UPL dan SPPL), jika ada ; 
7). Pas Foto Warna 3 x 4 sebanyak 3 lembar ;  
8). Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 lembar ; 
9). Map Snalhecter Plastik 1 buah. 

b. Pendaftaran Ulang (TDI/ IUI ) :  
1 )  Tanda Daftar lndustri/ lzin Usaha lndustri (TD I/IUI) lama ; 
2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ; 
3) Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bag i yang berbadan hukum ; 
4} Foto copy Nomor Wajib Pajak (NPWP) ; 
5) Foto copy Surat lzin Gangguan (HO I S ITU) ; 
6) Dokumen L ingkungan H idup (AMDAL, UKUUPL dan SPPL) ; 
7) Data Ni lai lnvestasi Perusahaan ; 
8) Pas Foto Warna 3 x 4 sebanyak 3 lembar ; 
9) Materai Rp .  6.000,- sebanyak 2 lembar ; 
10)Map Snalhecter P last ik 1 buah. 

2) Kantor Pelayanan T erpadu Satu P intu me lakukan pene l it iaan berkas atau 
persyaratan pemohon sebaga imana d imaksud da lam Pasal 37 ayat ( 1 )  dan 
apabi la telah memenuh i persyaratan, pemohon diberi check list kemud ian 
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 2 (dua) hari melanjutkan 
berkas permohonan kepada Kepala D inas Perdagangan ,  Per industr ian , 
Pertambangan dan Energi untuk mendapatkan rekomendasi dengan 
menggunakan format tertentu. 

3) Spesimen format rekomendasi dan surat Tanda Daftar lndustri dan lzin Usaha 
lndustri (TDI dan IU I) sebagaimana terlampir da lam Peraturan Bupati in i .  

Pasal38 

( 1 )  Sebelum mengeluarkan rekomendasi sebaga imana d imaksud da lam Pasal 37 
ayat (2) Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energ i 
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menunjuk Tim Teknis untuk melakukan peninjauan lapangan berdasarkan 
permohonan dari Pengguna jasa I pemohon ; 

(2) Hasll pelaksanaan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan 
salah satu lampiran rekomendasi; 

(3)  Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi 
mengeluarkan rekomendasi yang dituangkan pada Lembar Rekomendasi 
maksimal 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Kantor Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Bantaenq yang berisi mengenai terpenuhi I tidak 
terpenuhinya syarat teknis (tuliskan alasan-alasan jika tidak terpenuhi) untuk 
diproses pemberian izinnya dan penetapan besarnya pungutan dan dasar 
pengenaan retribusi daerah; 

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan 
penerbitan Tanda Daftar lndustri dan lzin Usaha lndustri (TOI dan IU I )  yang 
berisi mengenai diterima I tidaknya permohonan dasar dan pengenaan 
retribusi daerah kepada yang bersangkutan (pemohon I pengguna jasa) . 

Pasal39 

( 1 )  Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerima rekomendasi dari Kepa la 
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari : 
a. Rekomendasi asli sebagai arsip Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Bantaeng; 
b. Masing-mas,ng salinan rekomendasi, untuk : 

1 .  Salinan pertama disampaikan kepada pemohon ; 
2. Salinan kedua sebagai arsip pada unit teknis bersangkuta .n 

(2) Berdasarkan check list sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 37 ayat (2) 
kepada pemohon yang berkas permohonannya telah memenuhi seluruh 
persyaratan diminta untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar biaya 
izin dengan menyetorkannya ke dalam rekening Pemegang Kas Oaerah pada 
Bank Sul - Sel Cabang Bantaeng sedangkan berkas permohonan yang tidak 
memenuh i syarat dikembalikan kepada pemohon untuk d iperbaik i kemud ian 
diajukan untuk diproses kemba l i . 

Pasal40 

(  1 )  Setelah pemohon menye lesaikan kewajibannya dengan membayar b iaya iz in ,  
rnaka izin asli setelah ditandatangan i oleh Bupati atau Pejabat yang 
Berwenang d isampa ikan kepada pemohon dalam tempo 1 x 24 jam (satu hari) 
dari tanggal pener imaan pe lunasan pembayaran kewajiban pemohon . 

(2) lzin sebagaimana d imaksud pada ayat ( 1 )  d iterbitkan dalam rangkap 3 (t iga) 
untuk kepentingan : 
a. Asli untuk pemohon yang bersangkutan; 
b. Sa l inan satu untuk d inas teknis yang bersangkutan ; 
c. Salinan tiga untuk arsip. 

Pasal41 

Proses penyelesaian Tanda Daftar lndustri dan lzin Usaha lndustri (TO I dan IU I )  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38 ,  Pasa l 39 dan Pasa l 40 ada lah 5 
(lirna) hari kerja. 
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Bagian Kesembilan 
IZIN USAHA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) 

Pasal42 

( 1 )  Untuk mendapa.tkan lzin Usaha Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM). 
p�mohon menqalukan permohonan kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala 
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi melalui Kantor 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengisi formulir yang telah disiapkan 
Kantor Pelayanar. Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan persyaratan 
administrasi sebagai berikut: 
a. Pendaftaran BBM Baru : 

1 ) .  Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku · 
2). Foto copy Surat lzin Tempat Usaha (SITU) untuk 200 liter ke atas ; 
3). Surat Pernyataan Penyediaan Alat Pemadam Api ; 
4). Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari pihak tetangga dan d iketahui 

Pemerintah setempat ; 
5). Surat Keterangan Dari Kepala Desa/Lurah setempat ; 
6). Gambar lokasi penjualan ; 
7). Pas Foto Warna 3 x 4 sebanyak 3 lembar ;  
8). Map Snalhecter Plastik 1 buah. 

b. Pendaftaran Ulang (BBM) : 
1 ) .  Fote copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku ;  
2). Foto Surat lzin Tempat Usaha (SITU) untuk 200 liter ke atas ; 
3). Surat Pernyataan Penyediaan Alat Pemadam A p i ;  
4).  Surat lzin Ponjualan Bahan Bakar Minyal< (BAM) larna : 
5). Pas Fote Warna 3 x 4 sebanyak 3 lembar;  
6). Map Snalhecter Plastik 1 buah. 

2) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penelitiaan berkas atau 
persyaratan pemohon sebaga imana dimaksud dalam Pasal 42 ayat ( 1 )  dan 
apab i la telah memenuh i  persyaratan, pemohon diberi check list kemud ian 
Kantor Pe layanan Terpadu Satu Pintu paling iambat 2 (dua) hari me lanjutkan 
berkas permohonan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Perindustr ian. 
Pertambangan dan Energi untuk mendapatkan rekomendas i dengan 
menggunakan format tertentu. 

Pasa l4 3  

( 1 )  Sebelum mengeluarkan rekomendasi sebaga imana d imaksud da lam Pasa l  42 
ayat (2) Kepala Dinas Perdagangan ,  Perindustr ian .  Pertambangan dan Energi 
menunjuk Tim Tekn is untuk melakukan pen injauan lapangan dengan 
rnernperhatikan syarat-syarat tekn is antara lain : 
a .  Letak lokasi penjualari tidak terjangkau surnber api 
b. Tempat penjualan tidak d iperkenankan berada di atas ja lan umum 
c. Harus meny iapkan alat pemadam api 
d .  Tempat penampungan BBM harus terhindar dari sumber api 
e .  Harus tersedia !<arung ber isi pasir dan karung goni (basah) 

(2) Has i l pe laksanaan peninjauan lapangan sebaga imana dimaksud pada ayat ( 1 )  
dituangkan da lam Serita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan 
sa lah satu lamp iran rekomendasi; 

(3) Kepala D inas Perdagangan ,  Per industrian .  Pertambangan dan Energ� 
menge luarkan rekornendasi yang dituanqltan pada Lembar Rekornendasi 
maksimal 2 (dua) hari kerja d isampaikan kepada Kantor Pe layanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Bantaeng yang berisi mengenai terpenuhi I tidak 
terpenuhinya syarat teknis (tuliskan alasan-alasan j ika tidak terpenuh i) untuk 
diproses pemberian izinnya dan penetapa, besarnya pungutan dan dasar 
pengenaan retribusi daerah; 
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(4) Rekom�ndasi. sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan 
penerblta� l�in . Usaha Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berisi 
me�ge�a1 diterirna I tidaknya permohonan, data dasar dan pengenaan 
retnbusi daerah kepada yang bersangkutan (pemohon I pengguna jasa). 

Pasal44 

( 1 )  Kantor Pelayanan T erpadu Satu Pintu menerima rekomendasi dari Kepala 
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari : 
a. Rekomendasi asli sebagai arsip Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Bantaeng : 
b. Masing-masing salinan rekomendasi, untuk : 

1 .  Salinan pertama disampaikan kepada pemohon; 
2. Salinan kedua sebagai arsip pada unit teknis bersangkutan. 

(2) Berdasarkan check list sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) 
kepada pemohon yang berkas permohor annya telah memenuhi seluruh 
persyaratan diberi diminta untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar 
biaya izin dengan menyetorkannya ke dalam rekening Pemegang Kas Daerah 
pada Bank Sul - Sel Cabang Bantaeng sedangkan berkas permohonan yang 
tidak memenuhi syarat dikemba likan kepada pemohon untuk diperbaiki 
kemudian diajukan untuk diproses kemba l i . 

Pasal45 

( 1 )  Setelah pemohon menyelesaikan kewajibannya dengan membayar biaya izin, 
rnaks izin asli setelah ditandatangani cleh Bupati atau Pejabat yang 
Berwenang disampaikan kepada pemohon dalam tempo 1 x 24 jam (satu hari) 
dari tanggal penerlmaan pelunasan pembayaran kewajiban pemohon. . 

(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  diterbitkan dalam rangkap 3 (tiqa) 
untuk kepentingan : 
a. Asli untuk pemohon yang bersangkutan; 
b. Salinan satu untuk dinas teknis yang bersangkutan ; 
c. Salinan tiga untuk arsip. 

Pasa l46 
Proses penyelesaian lzin Usaha Penjualan Bahan Bakar M inyak (BBM )  
sebagaimana dimaksud da lam Pasa l 42, Pasal 4'.-1, Pasa l 44 dan Pasal 45 adalah 4 

(empat) hari kerja. 

Bagian Kesepuluh 
IZIN TAMBANG BAHAN GALIAN GOLONGAN C 

Pasal47 
u t k mendapatkan lzin Tambang Bahan Galian Golongan C, pem�hon 

( 1 )  m:� a'ukan permohonan kepada Bupati Bantaen� Cq. Kepala Dinas 
Perd� Jan an, Perindustrian, Pertambangan dan Energ1 Kabup�ten Ba.ntaeng 

I I � K;ntor ,:>elayanan Terpadu Satu Pintu dengan menpisr formuhr yang me a ui d S t Pi t d ngan melampirkan telah disiapkan Kantor Pelayan�n i:erpa u a u in u e 
persyaratan administrasi sebaqai berikut : . . 
1 ). Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ya�g rnasih berlaku , 
2) Foto copy Surat lzin Tempat Usaha (SITU) , . 
3): Rekomendasi dari BAPEDALDA Bi�ang Lin_g�ungan Hidup 
4). Rekomendasi dari Dinas PU dan K1n:1prasw1I , 
5). Persyaratan-persyaratan lain yang dianqqap per lu .  
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Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penelitiaan berkas atau 
persyaratan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat ( 1 )  dan 
apabila telah memenuhi persyaratan, pemohon diberi check list kemudian 
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu pal in; lambat 2 (dua) hari melanjutkan 
berkas permohonan kepada Kepala Din as Perdagangan, Perindustrian. 
Pertambangan dan Energi untuk mendapatkan rekomendasi dengan 
menggunakan format tertentu. 

Pasal48 

( 1 )  Sebelum mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 
ayat (2) Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi 
menunjuk Tim Teknis untuk melakukan peninjauan lapangan dengan 
memperhatikan syarat-syarat teknis antara laln : 
a .  Harus ada lzin dari Dinas PU dan Kimpraswil; 
b. Harus ada lzin dari BAPEDALDA; 
c. Tidak terjadi tumpang tindih dengan usaha lain; 

(2) Hasil pe laksanaan peninjauan lapangan sebaqaimana d imaksud pada ayat ( 1 )  
dituangkan dalam Serita Acara Pen injauan Lapangan (BAPL) yang merupakan 
salah satu lampiran rekomendasi; 

(3) Kepala Dinas Perdagangan , Perindustrian, Pertambangan dan Energ i 
rnengeluarkan rekomendasi yang dituangkan pada Lembar Rekomendasi 
maksimal 4 (empat) hari kerja dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng yang berisi mengena i terpenuhi I 

tidak terpenuhinya syarat teknis (tuliskan alasan-alasan jika tidak terpenuhi) 
untuk diproses pemberian izinnya dan penetapan besarnya pungutan dan 
dasar pengenaan retribusi daerah; 

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan 
penerbitan lzin Tambang Bahan Ga l ian Go longan C yang berisi mengena i 
diterima I tidaknya permohonan, data dasar dan pengenaan retribusi daerah 
kepada yang bersangkutan (pemohon I pengguna jasa). 

Pasal49 

( 1 )  Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mener ima rekomendasi dari Kepa la 
Dinas Perdagangan, Perindustr ian, Pertambangan dan Energi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) da lam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari : 
a .  Rekomendasi asli sebagai arsip Kantor Pelayanan Terpadu Satu P intu 

Kabupaten Bantaeng : 
b. Masing-masing sal inan rekornendasi , untuk : 

1 .  Sal inan pertama disampa ikan kepada pemohon ; 
2. Sa ! inan kedua sebagai arsip pada unit teknis bersangkutan .  

(2) Berdasarkan check list . ·sebagaimana d imaksud dalam Pasal 47 ayat (2) 
kepada pernohon yang berkas permohonannya telah memenuh i se luruh 
persyaratan diminta untuk memenuh i kewajibannya dengan membayar biaya 
izin dengan menyetorkannya ke dalam rekening Pemegang Kas Daerah pada 
Bank Su l  - Set Cabang Bantaeng sedangkan berkas permohonan yang tidak 
memenuhi syarat d ikemba l ikan kepada pemohon untuk d iperbaik i kemud ian 
diajukan untuk diproses kemba l i . 

Pasal50 

( 1 )  Setelah pemohon menyelesaikan kewajibannya dengan membayar biaya izin, 
rnaka izin asli setelah ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang 
Berwenang disampa ikan kepada pemohon dalam tempo 1 x 24 jam (satu hari) 
dari tanggal penerimaan pelunasan pembayaran kewajiban pemohon. 

(2) lzin sebagai�ana dimaksud pada ayat ( 1 )  diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) 
untuk kepentmgan : 
a. Asl( untuk pemohon yang bersangkutan; 
b. Salman satu untuk dinas teknis yang bersangkutan; 

Dipinidai dengan ! 

_ _ _ _  CamScanne< 

https://v3.camscanner.com/user/download


-21�  

c. Salinan tiga untuk arslp. 

Pasal51 

Proses penyelesaian Tambang Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 adalah 6 (enam) hari kerja. 

Bagian Kesebelas 
IZIN TRAYEK 

Pasal52 

{ 1 }  Untuk mendapatkan lzin Trayek, pemohon mengajukan permohonan kepada 
Bupati Bantaeng Cq. Kepala Dinas Perhubungan dan lnfokom melalui Kantor 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan rnenqisl formulir yang telah disiapkan 
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan persyaratan 
administrasi sebagai berikut : 
a). Foto copy Buku KEUR ; 
b}. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemi!ik kendaraan; 
c). Pas Foto Warna 3 x 4 sebanyak 3 lembar; 
d). lzin Trayek lama ; 
e). Map Snelhecter Plastik 1 buah. 

(2) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pene litiaan berkas atau 
persyaratan pemohon sebagaimana dimaksud da lam Pasal 52 ayat ( 1 )  dan 
apab i la telah memenuh i persyaratan, pemohon d iberi check list kemudian 
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 2 (dua) hari me lanjutkan 
berkas permohunan kepada Kepala Dinas Perhubungan dan lnfokom untuk 
mendapatkan rekomendasi. 

Pasal53 

( 1 )  Sebelum mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa f 52 
ayat. (2) Kepafa Dinas Perhubungan dan lnfokom menunjuk Tim Teknis untuk 
melakukan peninjauan lapangan berdasarkan permohonan pemohon . 

{2) Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan sebaga imana dimaksud pada ayat ( 1 )  
d ituangkan dalam Serita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan 
salah satu lampiran rekomendasi; 

(3) D inas Perhubunga:, dan Jnfokom menge luarkan rekomendasi yang d i tuangkan 
pada Lembar Rekomendasi maks imal 2 (dua) hari kerja d isampa ikan kepada 
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng yang beris i 
mengenai terpenuhi I tidak terpenuh inya syarat teknis (tul iskan a lasan-a lasan 
jika tidak terpenuhi) untuk diproses pemberian izinnya dan penetapan 
besarnya pungutan dan dasar pengenaan retribus i daerah ;  

(4) Rekomendasi sebaga imana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan 
penerbitan lzin Trayek yang berisi mengena i diterima I t idaknya permohonan ,  
dan pengenaan retribusi daerah kepada yang bersangkutan (pemohon I 

pengguna jasa) . 

Pasal54 

( 1 )  Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mener ima rekomendasi dar i Kepala 
Dinas Perhubungan dan lnfokom sebaga imana d imaksud dalam Pasal 53 ayat 
(3) dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari : 
a . Rekornendasl as l i sebaga i arsip Kantor Pe layanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Bar.taeng : 
b. Masing-masing salinan rekomendasi, untuk : 

1 .  Sal!nan pertama disampaikan kepada pemohon; 
2. Sa lman kedua sebagai arsip pada unit teknis bersangkuta .n 
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(2) Berdasarkan coec« list sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 52 ayat (2) 
kepada pemohon yang berkas permohonannya telah memenuhi seluruh 
persyaratan dimlnta untuk memenuhl kewajibannya dengan membayar biaya 
izin dengan menyetorkannya ke dalam rekening Pemegang Kas Daerah pada 
Bank Sul - Sel Cabang Bantaeng sedangkan berkas permohonan yang tidak 
memenuhl syarat dlkemballkan kepada pemohon untuk diperbaiki kemudian 
diajukan untuk dlproses kembali. 

Pasal55 

(  1 )  Setelah pemohon menyelesaikan kewajibannya dengan membayar biaya izin. 
maka izin asli setelah ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang 
Berwenang disampaikan kepada pemohon dalam tempo 1 x 24 jam (satu hari) 
dari tanggal penerimaan pelunasan pembayaran kewajiban pemohon . 

(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  diterbltkan dalam rangkap 3 (tiga) 
untuk kepentingan : 
a . Asli untuk pemohon yang bersangkutan; 
b . Salinan satu untuk dinas teknis yang bersangkutan; 
c. Salinan tiga untuk arsip. 

Pasal56 

Proses penyelesaian lzin Trayek sebaga imana d imaksud da lam Pasa l 52, Pasal 53, 
Pasal 54 dan Pasal 55 adalah 4 (empat) hari kerja, 

BAB Ill 
PROSES PENERBITAN PERIZINAN 

Pasal57 

(1 ) .  

(2). 

(3) .  

(4) .  

Proses Penerbitan Perizinan sebagaimana d imaksud dalam Peraturn Bupati 
in i dengan aiur prosedur perizinan sebagirnana tercantum dalam lamp iran I 
Peraturan Bupati in i . 
Format rekomendasi periz inan sebaqimana tercantum dalam lampiran 1 1  

Peraturan Bupati ini 
Format Perizinan, sebagimana tercantum da lam lampiran I l l ,  lampiran IV, 
lampiran V, lamp iran VI, lampiran VI I ,  lamp iran VI I I ,  lamp iran IX, lamp iran X ,  
lampiran XI ,  dan lampiran XII Peraturan Bupati ini .  
Format Kartu Pengawasan , sebaga imana tercantum dalam Peraturan Bupat ,  
in i .  

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa l58 

( ' 1 )  Dengan berlakunya peraturan in i ,  maka sega la ketentuan la in yang mengatur 
hal yang sama dinyatakan tidak berlaku; 

(2) Ketentuan lebih lanjut sepanjang menqen.ai tekhnis pe laksanaannya akan 
d iatur kemud ian 

· ·----- ·----· ·- ·  
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Pasal59 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang dapat mengetahui, mernerintahean pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bantaeng 

Ditetapkan di Bantaeng 
Pada tanggal, 5 Januari 2009 

BUPATIBANTAENG 
Cap./ttd 

H.M. NURDIN ABDULLAH 

Diundangkan di Bantaeng 
Pada t.anggal, 31 Januari 2009 

SE�(RETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

��H. 
�ngkat · :  Pembina Utama Madya 
NIP : 010 166 571 

SERITA DAERAH KABUPATE:N BANTAENG 
TAHUN 2009 NOMOR 12 
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